115

BABV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang eksistensi komisioner perempuan
dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maka dapat disimpulkan :

Pertama, Bentuk eksistensi komisioner perempuan pada KPU Provinsi
UNIVERSITAS ANDA [ 4
dan Kabupaten/l(mdlSmmmBamt' 'dlwqmﬁm}melalmperan-perannya

sebagai penyelehggam pemilu se 2 kewenan@n dalam divisi-

divisi yang mc:g"adl angg . Mcmka sudah mulai
sadar dan paham bahkz . Mm-mmdm
dan isu-isu chpuempm fvalaupun hanya
sebatas aturan dﬁnmlmisymg a, eksistensi komisioner perempuan
ini sudah ke n formalistik
administrasi. ler perempuan ini
masih merasa akad , marjinalisasi,

“\\g\]\l\\

stereotipe, subor ' aIaml sebagai akibat
masih adanya budaya patriaki dalam masyarakat minang kabau serta hambatan-
hambatan lainnya.

Kedua, Hambatan dan tantangan yang dihadapi komisioner perempuan
KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam eksistensinya
memperjuangkan kesetaraan gender, antara lain: (a) Masih adanya komisioner

perempuan yang kurang memahami perannya dalam penyelenggara pemilu
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disebabkan kurangnya sumber daya manusia, pengetahuan kepemiluan, keahlian
dan pengalaman organisasi dengan kata lain tidak semua komisioner perempuan
ini dapat menjalankan perannya dengan baik karena bekerja sebagai
penyelenggara pemilu membutuhkan dedikasi yang tinggi, harus mampu
mencurahkan seluruh waktu, perhatian dan pikiran untuk menjalankan seluruh
tahapan pemilu, dengan kata lain peran yang harus dijalankan tidak bisa setengah
setengah (b) Tantangan dan kendala seperti rintangan sosial berupa budaya
o \.N\\‘F,RSH';\S ANDA[ S =
patriaki yang masih ada dalam masyarakat Minangkabau'di Sumatera Barat, serta

mungkin juga sumber daya yang ebabkan minim sejak dari

pendaftar perempuan
komisioner perempuan ig | erkualitas dan pantas
untuk diandalkan (c)

ganda (double burden), TS crempuarn ymgmanﬂlk] pcke‘l]aan

. ‘; \ \\.1 Ad A ‘\ N

memanajemen ﬁa&tﬁdya ’mkm i)erempuan pada
KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat ini yang masih kurang
memiliki keahlian dibidangnya mungkin dikarenakan memiliki latar belakang
pendidikan yang berbeda dengan divisi yang mereka jabat, mereka harus cepat
beradaptasi dengan pekerjaan yang ditekuninya, dan hal ini tidak kan sulit jika
telah memiliki pengalaman organisasi sebelum bergabung di KPU provinsi dan

kabupaten/kota di Sumatera Barat walaupun tidak berlatar belakang pendidikan
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yang ditentukan seperti Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi dan Ilmu
Ekonomi (d) Tantangan lainnya dimana saat komisioner perempuan ini sudah
mulai terisi, sudah mulai berkualitas, punya kemampuan dan pemahaman yang
baik karena sudah sering di bimtek tapi justru kesempatan duduk kembali tertutup
bagi mereka, dikarenakan aturan yang sama dengan laki-laki hanya dua kali
sebagai penyelenggara ditingkatan yang sama, sedangkan untuk naik ke tingkat
yang lebih tinggiwpettidiKPUpmvhsimdiKPURlpeluangnya semakin

U NIVE RSITAS ANDy A<
kecil dan semplt. Ini artinya perempuan harus ' membuktikan dirinya

dikondisikan di!l memb sérta diseja_]arkan
dengan laki-laki sebagai

5.2 Saran

kesetm'aan guﬂfy%ﬁ thm.pmses namun belum
menjadi solusi. Kebijakan ini sebaiknya tidak hanya berupa himbauan
tetapi menjadi sebuah keharusan, sehingga kesempatan perempuan untuk
maju dan kehadiran perempuan secara terus-menerus di dunia kepemiluan
juga lebih terjamin dan memastikan hasil prosesnya memenuhi

keterwakilan 30 % perempuan yang lolos sebagai penyelenggara.
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b. Lakukan penguatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan dengan
melakukan sosialisasi untuk meningkatkan animo perempuan untuk
menjadi penyelenggara pemilu. Hal ini mungkin bisa dilakukan sejak
bangku perkuliahan dengan adanya mata kuliah atau pendidikan
penyelenggara pemilu perempuan.

c. Perlu adanya upaya sistematis dari berbagai pihak untuk memastikan
tersedianyanya kader-kader berkualitas misalnya, lakukan rekrutmen awal
untuk tne:gamh\'\\‘l 22N \;o::n‘;uzgrl #N) yang punya

kemampuan dan kualitas y _ diasakh schin?gamereka siap

> re
KEDJAJAA )

'
Tim Seleksmﬁ, ‘mm ‘zpakah prosesnya yang
mendiskriminasi perempuan atau memang dari internal perempuan itu
sendiri. Hal ini juga bisa diteliti lebih lanjut oleh peneliti-peneliti
berikutnya.
e. Perlu adanya kebijakan yang lebih relevan terhadap aturan yang
diperlakukan sama terhadap perempuan bahwa hanya boleh duduk dua kali

sebagai penyelenggara pemilu dan tertutup kemungkinan maju di
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tingkatan yang sama. Padahal komisioner perempuan ini sudah terisi,
sudah memiliki pemahaman, kemampuan, karena selama ini terus di
bimtek sehingga pengetahuan dan kemampuan mereka sudah mumpuni
tapi tertutup peluangnya jadi penyelenggara pemilu dan kesempatan untuk
naik ke tingkatan yang lebih tinggi peluangnya juga semakin kecil dan
sempit.
Perlu dilakukan penelitian lebih hnjut untuk meneliti penyebab
keterlibatan yang minim sebagm penyelmggara pemilu.
ng menghabngl perempuan
d pemilu padahal sudah didorong

: ‘A -~ s -
mcla_laui l||Alv: K.d / ‘I - n:l % 30 %.

Menganalis hambatan yag

ha (ﬁn menganalisis
ng terjadi dalam proses rekrutmen

!

‘kita atasi untuk
f’- Cin meningkatkan
kz U cale o selek terhadap hasil
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. Perlu dibentuk kembali forum komunikasi sesama komisioner perempuan

penyelenggara pemilu tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota untuk menambah pengetahuan dan membahas masalah-
masalah kepemiluan seperti yang pernah dilakukan pada periode 2003-
2008. Hal ini dinilai efektif untuk menguatkan posisi komisioner

perempuan dan meningkatkan solidaritas sesama komisioner perempuan.



